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ABSTRAK

Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat terdapat dua suku yang
menjadi mayoritas penduduk, yaitu suku Melayu dan suku Dayak. Kedua suku ini
mempunyai hukum adat yang mengatur masalah pembagian harta waris yang
digunakan oleh masyarakat adat kedua suku tersebut. Suku Melayu identik dengan
masyarakat adatnya yang memeluk agama Islam, sedangkan suku Dayak tidak
semua masyarakat adatnya memeluk agama Islam, namun sudah banyak
masyarakat adatnya yang memeluk agama Islam, dan dikenal sebagai Dayak
Senganan (golongan kanan). Mengingat masyarakat adat suku Melayu yang
merupakan pemeluk agama Islam dan masyarakat adat suku Dayak yang sudah
banyak memeluk agama Islam, maka kedua hukum waris adat suku tersebut akan
dikaji dalam tinjauan hukum Islam.

Penelian ini merupaka jenis penelitian lapangan, yang mana teknik
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan
narasumber yang terdiri dari Ketua Pemangku Adat Melayu Kabupaten Sintang,
Ketua Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Rumah
Tangga Keraton Almukarramah Kesultanan Sintang, dan Ketua Museum Pusaka
Ningrat Kesultanan Sintang. Selain itu, data yang didapatkan juga bersumber dari
manuskrip-manuskrip yang ada di Keraton Almukarramah Kesultanan Sintang.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori
magqashid al-syari’ah dan ‘urf.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa hukum waris adat suku Melayu
dan suku Dayak dalam praktiknya mengedepankan asas kekeluargaan,
musyawarah, dan keadilan. Hal ini terlihat dari keberhasilan dua hukum adat ini
dalam menciptakan keharmonisan di antara para ahli waris dari masing-masing
suku tersebut. Keharmonisan yang terjadi di antara para ahli waris ini sesuai dengan
magqashid al-syari’ah kewarisan Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dalam
mengelola kepemilikan harta atau hifdz mall pada tinggkat hajiyyat dan tingkat
tahsiniyat. Kemudian, hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak termasuk ke
dalam kategori ‘urf ‘amali, karena merupakan bentuk kebiasaan atau adat yang
dikerjakan. Selain itu juga, kedua hukum waris adat suku tersebut termasuk kategori
‘urf khas, karena hanya berlaku di masyarakat adat suku Melayu dan suku Dayak
di Kabupaten Sintang. Apabila dilihat dari keabsahannya, maka hukum waris adat
suku Melayu Kabupaten Sintang termasuk ke dalam kategori ‘urf shahih, karena
dalam penerapannya tidak ada hal yang bertentangan atau dilarang oleh ajaran
agama Islam. Sedangkan hukum waris adat suku Dayak Kabupaten Sintang
termasuk ke dalam kategori ‘urf fasid, jika ahli waris dan pewaris berbeda agama.
Sebab, di dalam ajaran agama Islam melarang untuk saling mewarisi antara muslim
dan orang-orang kafir. Namun, apabila ahli waris dan pewaris merupakan pemeluk
agama yang sama, maka hukum waris adat suku Dayak Kabupaten Sintang
termasuk ke dalam kategori ‘urfshahih.

Kata Kunci: Adat, Waris, Magashid Al-Syari’ah, ‘Urf.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987

dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
tidak
| Alif tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
< sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
d ha’ h
bawah)
d kha’ Kh ka dan ha
4 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
o Sad s es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di
ol Dad d
bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik
B2} za’ z
dibawah)
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& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& Gain G Ge
< Fa F Ef
d Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
a Mim M ‘em
O Nun N ‘en
3 Waw \\% \\%
° ha’ H Ha
& Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
33834 Ditulis muta'addidah
S Ditulis ‘iddah
C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
Pt Ditulis Hikmah
i Ditulis ‘jllah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.
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RRPERE

Ditulis

karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis

t atau h.
hil §183 Ditulis zakatul fitri
D. Vokal Pendek
A
. Fathah Ditulis
Jad fa’ala
) I
— Kasrah Ditulis .
Jad Zukira
’ U
. Dammah Ditulis
Jad Yazhabu
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
N ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
P ditulis yas'a
kasrah + ya’ mati ditulis 1
a8 ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis a
ayh ditulis furdid
F. Vokal Rangkap
fathah + ya' mati Ditulis Ai
P ditulis bainakum




fathah + wawu mati

,: a:'i

ditulis
ditulis

au

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu

Apostrof

Kata Dipisahkan dengan

3077
oww

adil)

Ditulis
Ditulis

a'antum

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J, namun dalam

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh

huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

Sl
Ol

C>

Ditulis
Ditulis

al-Qur'an

al-Qiyas

2. Biladiikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

2 o‘g,“

Ditulis
Ditulis

as-sama

asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

R 5 5
45 Sa

Ditulis
Ditulis

zawi al-Furad

ahl as-Sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang mempunyai beragam suku
dan budaya. Lebih dari seribu suku bangsa yang terdapat di Indonesia, yang
membuat Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat. Kekayaan inilah
yang membuat Indonesia mempunyai hukum yang hidup dan berkembang
di masyarakat tradisional, atau yang dikenal dengan masyarakat adat.
Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada
peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan
satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang
benar-benar hidup karena dianut dan diyakini, dan jika dilanggar pelakunya
mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat
adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang
berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih
tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di
antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan
wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan

sepenuhnya oleh anggotanya.'

Hukum yang berkembang di masyarakat adat itu tadi kemudian dikenal

dengan istilah Hukum Adat. Menurut Bushar Muhammad, menerangkan

! Laksono Utomo, Hukum Adat, (Depok : Rajawali Pers,2017), hlm. 1.



bahwa untuk memberikan definisi atau pengertian hukum adat sangat sulit
sekali oleh karena hukum adat masih dalam pertumbuhan. Ada beberapa
sifat dan pembawaan hukum adat, yakni tertulis atau tidak tertulis, pasti atau
tidak pasti, dan hukum raja atau hukum rakyat dan lain sebagainya.> Hukum
adat terbentuk oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum
terutama keputusan kepala rakyat.> Banyak hal yang diatur di dalam Hukum
Adat, salah satunya mengatur masalah pembagian harta warisan. Dari
peraturan-peraturan adat mengenai pembagian harta waris yang telah ada di
Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan. Adat dari satu suku dan
suku lainnya memiliki ciri khas tersendiri dalam hal mengatur kehidupan

masyarakat adatnya, termasuk dalam hal mengatur pembagian harta waris.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan
hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan
peralihan atau perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari
generasi ke generasi.* Prof. Soepomo dalam bab-bab tentang Hukum Adat
merumuskan hukum waris adat sebagai hukum adat yang memuat
peraturan-peraturan  yang mengatur peroses meneruskan  serta
mengoperasikan berang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak
berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.® Dari apa

yang telah yang dirumuskan oleh Soepomo mengenai hukum waris adat,

2 Ibid, him. 3.

3 Ibid, him. 5.

4 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1978), him. 173.
5 Laksono Utomo, Hukum Adat, hlm.99.



tidak dijelaskan bagaimana tata cara proses meneruskan harta waris tersebut
secara spesifik. Oleh sebab itu, perbedaan pembagian harta waris dapat

terjadi di setiap masyarakat adat.

Selain diatur oleh hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat
tradisional atau yang dikenal sebagai masyarakat adat, hukum waris juga
diatur dalam ajaran agama Islam. Di dalam Islam hukum waris dikenal
dengan Mawaris. Mawaris adalah bentuk jama’ dari Mirats. Maka yang
dimaksud dengan Mirats adalah termasuk juga irts, wirts, wiratsah, dan
turats, yang dimaknai dengan mauruts ialah harta peninggalan orang yang
telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya. Orang yang
meninggalkan harta peninggalan disebut muwarris, sedangkan yang berhak
menerima pusaka dinamakan waris. Kemudian para Fugaha

mendefinisikan ilmu Mawaris dengan :

@,‘z}ﬂ\%fobfﬁﬁv N o ek D e

“Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang
menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang
diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.’”

Di dalam Al-Qur’an hukum mawaris dijelaskan dalam QS. An-Nisa
(4) ayat 11 sampai dengan ayat 12 dan QS. An-Nisa (4) ayat 176. Ayat-ayat

ini menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagaimana tata cara

¢ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fighul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), him. 17.
7 Ibid, hlm. 18.



membagikan harta waris. Pada QS. An-Nisa (4) ayat 11 dijelaskan
mengenai bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak
perempuan. Kemudia untuk bagian ibu dan bapak masing-masing mendapat
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, maka ibu
mendapat bagian sepertiga, dan bapak mendapatkan dua pertiga. Jika di
samping ibu dan bapak pewaris mmiliki saudara, maka ibu mewarisai
seperenam harta, kemudian sisanya lima perenam untuk bapak. Sedangkan
saudara perempuan tidak mendapat sama sekali, sebab mereka terhijab oleh
bapak.® Selanjutnya dalam QS. An-Nisa (4) ayat 12 dijelaskan bagian untuk
suami, apabila istri meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka bagian
suami adalah setengah dari harta warisan, dan apabila istri meninggal dan
meninggalkan anak, maka bagian suami adalah seperempat. Sedangkan jika
yang meninggal suami, dan tidak meninggalkan anak, maka bagian istri
adalah seperempat, namun apabila suami meninggalkan anak maka bagian
istri adalah seperdelapan. Kemudian diatur juga kedudukan saudara laki-
laki dan perempuan seibu dalam mewarisi harta warisan. Apabila seorang
meninggal dan meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan seibu
sendirian maka salah seorang di antara mereka mengambil seperenam, dan
apabila seorang meninggal dengan meninggalkan dua orang saudara laki-

laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka mereka sama-sama berhak

8 Muhammad Ali Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam, Alih Bahasa Sarmin Syukur
(Surabaya: Al-Ikhlas,1995), hlm. 33-35.



menerima sepertiga bagian sama rata.’ Selanjutnya dalam QS. An-Nisa (4)
ayat 176 dijelaskan keadaan-keadaan ahli waris dalam menerima harta
warisan. Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang saudara
perempuan sekandung atau sebapak, dan ia tidak mempunyai orang tua serta
keturunan, maka bagian saudara perempuan sekandung atau sebapak adalah
setengah dari harta warisan. Apabila seorang meninggal dengan
meninggalkan dua saudara perempuan sekandung atau sebapak dan tidak
mempunyai orang tua serta keturunan, maka untuk dua saudara perempuan
sekandung atau sebapak itu adalah dua pertiga harta warisan. apabila ia
meninggal dengan meninggalakan saudara laki-laki dan saudara perempuan
kandung atau sebapak, maka harta waris dibagi oleh saudara laki-laki dan
saudara perempuan dengan menggunakan ketentuan bagian laki-laki dua
kali bagian perempuan. Kemudian apabila saudara perempuan meninggal,
dan ia tidak mempunyai orang tua dan keturunan, maka saudara laki-laki
kandung mengambil seluruh harta. Jika terdapat lebih dari seorang saudara
laki-laki, maka harta dibagi menurut jumlah kepala.'® Dari ayat-ayat
tersebut dapat kita ketahui siapa saja yang menjadi ahli waris, bagaian-
bagian yang didapat ahli waris, keadaan-keadaan yang membuat seseorang
berhak dan tidak berhak mewarisi, keadaan seseorang mewarisi secara

furudul atau sebagai ashabah atau dengan cara bersama-sama, siapa saja di

% Ibid, hlm. 39-41.
10 Ibid, him. 43.



antara ahli waris yang terhijab seluruh bagian harta atau sebagiannya, serta

siapa saja ahli waris yang menyebabkan ahli waris lainnya terhijab.

Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat hukum
waris adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, yaitu hukum waris
adat Melayu dan hukum waris adat Dayak. Dua hukum waris adat ini tidak
terlalu berbeda jauh, karena suku Melayu dan suku Dayak merupakan suku
yang patuh dan tunduk dengan hukum kerajaan yang dibuat semasa
pemerintahan Sultan Abang Nata. Sultan Abang Nata atau yang bergelar
Sultan Nata Muhammad Syamsuddin Sa’adul Khairiwaddin merupakan raja
Negeri Kerajaan Sintang ke-XIX (sembilan belas), atau raja Islam ketiga
Kesultanan Sintang. Sehingga, hukum adat yang digunakan suku Melayu
dan suku Dayak masih ada pengaruh yang sama di dalamnya. Masyarakat
adat Melayu Kabupaten Sintang merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada
masyarakat yang mempunyai keturunan Melayu apabila masuk agama lain,
maka tidak digolongkan sebagai masyarakat adat dari suku Melayu. Sebab,
Melayu sangat identik dengan Islam dan tidak dapat dipisahkan.
Sebagaimana yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Adat Melayu
Kabupaten Sintang, suku Melayu Kabupaten Sintang mempunyai hukum
waris adat yang sejalan dengan hukum kewarisan di dalam Islam. Walaupun
demikian, dalam praktiknya hukum waris adat Melayu di Kabupaten
Sintang sedikit berbeda dengan apa yang telah ditetapkan di dalam hukum

kewarisan Islam.



Dahulu, suku Dayak merupakan suku yang identik dengan suku yang
mayoritas bukan pemeluk agama Islam. Berbeda dengan sekarang,
masyarakat adat Dayak sudah banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan
sudah banyak Temenggung Adat Dayak yang sudah beragama Islam.
Mereka yang telah memeluk agama Islam itulah yang disebut dengan Dayak
senganan (golongan kanan). Maka dari itulah perlu adanya tinjauan hukum
Islam terkait hal ini. Dalam praktiknya, hukum waris adat Dayak Kabupaten
Sintang mengedepankan aspek keadilan kepada ahli warisnya yang paling
banyak berkorban untuk mengurusi pewaris, baik dalam keadaan ketika si
pewaris sakit atau pun dalam keadaan membiayai biaya kematian dari si

pewaris.

Dari pemaparan latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti
bagaimana hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak
Kabupaten Sintang dalam penerapannya. Kemudian, bagaimana pandangan
hukum Islam terhadap hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat
Dayak di Kabupaten Sintang. Hukum Islam yang dimaksud adalah dua teori
dari pendekatan normatif yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan pendekatan normatif dengan teori ushul figih, yaitu teori
magqasid al-syari’ah dan ‘urfuntuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

peneliti ajukan di bagian rumusan masalah.

. Rumusan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti merumuskan beberapa

rumusan masalah sebagai berikut :



Bagaimana praktik hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat

Dayak di Kabupaten Sintang dalam penerapannya?

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat Melayu

dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah

dirumuskan di atas adalah :

Untuk mengetahui hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat
Dayak di Kabupaten Sintang dalam penerapannya.
Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukum waris

adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di Kabupaten Sintang.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

a.

Untuk menambah pengetahuan terkait pembagian harta waris
berdasarkan hukum waris adat yang ada di Indonesia, khususnya
hukum adat suku Melayu dan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang
Kalimantan Barat.

Dapat dijadikan bahan kajian tambahan tentang pandangan hukum
Islam terhadap hukum waris adat.

Memenubhi tugas akhir pada proses perkuliahan dalam mendapatkan
gelar Strata satu di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan bagian penting dari sebuah penelitian.
Telaah pustaka memberikan informasi mengenai penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Oleh
sebab itu, penelitian yang akan dilakukan saat ini dapat diketahui aspek
kebaruannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu juga, adanya
telaah pustaka berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya

dengan penelitian yang akan dilakukan.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema
yang dibahas pada penelitian ini. Skripsi Iftitah Umi Maslakhah yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris
Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan
Playen, Kabupaten Gunung Kidul”.!'dari penelitian tersebut dapat diketahui
bahwa masyarakat Dusun Gedad lebih memilih menggunakan cara hibah,
wasiat dan waris yang sesuai dengan adat yang telah ada. Dalam setiap
membagikan harta waris mereka menentukan satu bidang tanah yang tidak
dibagikan ke ahli waris, akan tetapi tanah dipergunakan untuk hal lain.
Kemudian sistem pewarisannya menggunakan sistem sama rata antara laki-

laki dan perempuan, yaitu satu berbanding satu.

' Iftitah Umi Maslakhah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris
Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten
Gunung Kidul”, Skripsi, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi HKI, 2014.



Skripsi Irwan yang berjudul “Pembagian Harta Peninggalan dalam
Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Menurut Hukum Islam”.!? Penelitian ini membahas bagaimana sistem
pembagian harta peninggalan dalam tradisi adat Melayu Sintang dilihat dari
prespektif hukum Islam. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa terjadi
ketidak kesesuaian antara pembagian harta waris secara hukum adat Melayu
Sintang dan hukum Islam. Namun, ketidak sesuaian tersebut masih
tergolong dalam ‘Urf'Shohih, yaitu sebuah adat kebiasaan yang masih dapat

diterima dalam hukum Islam.

Jurnal Sudarto, Anyan, dan Lusila Parida yang berjudul “Hukum Adat
Melayu Melingkat Ingar Silat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten
Sintang”.'* Jurnal ini membahas secara umum hukum adat di Desa
Melingkar Ingar Silat, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Hukum
adat yang dibahas dalam jurnal ini meliputi hukum adat nikah/perkawinan,
hukum adat bagi pelaku perzinaan, hukum adat
perkelahian/pertikaian/sengketa, hukum adat gadai, hukum waris adat dan

lain sebagainya.

Skripsi Rajib Ramli Ahad yang berjudul “Sistem Pembagian Harta

Waris (Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Desa

12 Trwan, “Pembagian Harta Peninggalan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang
Provinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PM, 2017.

3 Sudarto, dkk, “Hukum Adat Melayu Melingkat Ingar Silat Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten Sintang”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa, Vol.1:2, 2018.
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Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur)”.!*

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian warisan di Desa
Patlean yang berlaku secara kolektif atau kelompok bukanlah sebuah
hukum asal, akan tetapi sebagai bentuk aturan yang muncul karena rasa
kasih sayang. Waris yang dibagi secara kelompok hanya terdapat pada harta
berbentuk kebun kelapa, dan tidak untuk harta dalam bentuk lain.
Pembagian harta waris di Desa Patlean sebagian sama dengan pembagian
harta waris di dalam ajaran Islam, dan sebagiannya lagi berbeda dengan

ajaran Islam, yaitu dengan adanya harta bersama itu tadi.

Skripsi Agung Riyatno yang berjudul “Keadilan dalam Pembagian
Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Dusun Patihan Desa
Gadingsari Kecamatan Senden”.'” Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa
pembagian harta waris dengan jumlah yang sama yaitu dengan cara faraidh
dua berbanding satu di Dusun Patihan Desa Gadingsari menimbulkan
perselisihan antar pihak. Khususnya dari pihak anak perempuan yang
mempunyai peran lebih. Sehingga, harta waris dibagikan secara rata dengan

jalan musyawarah.

Skripsi Khalida Fitriana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Praktik Waris Adat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan

14 Rajib Ramli Ahad,” Sistem Pembagian Harta Waris (Studi Komparasi Hukum Waris

Islam dan Hukum Waris Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur”,
Skripsi, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Prodi PM, 2018.

15 Agung Priyatno, “Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum

Adat di Dusun Patihan Desa Gading Sari”, Skripsi, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PM, 2019.
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Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”.!® Dari hasil
penelitian ini dapat diketahui praktik kewarisan di Kecamatan Pandawan
mendapat dominasi yang banyak dari hukum kewarisan Islam, dikarenakan
pengaruh dari pemuka agama di daerah setempat. Sistem kekerabatan di
Pandawan menganut sistem bilateral, dan sistem kewarisan adat menganut
sistem campuran, yaitu gabungan dari sistem kewarisan mayorat dan
individual. Kemudian ,dalam hal pembagian harta warisan di Pandawan
menganut pola yang sesuai dengan ilmu faraidh (sesuai ajaran Islam) dan
islah (mufakat antara ahli waris). Terdapat beberapa ketentuan yang berbeda
dengan ajaran agama Islam, namun masih dapat diterima atau sejalan

dengan ketentuan hukum waris dalam ajaran agama Islam.

E. Kerangka Teori
Berdasarkan pemaparan di bagian latar belakang dan rumusan masalah
yang peneliti ajukan, peneliti menggunakan teori maqashid al-Syari’ah dan
teori ‘urf. Maqashid al-Syari’ah dan ‘urfmerupakan teori yang ada di dalam
ushul fiqgih. Teori magqashid al-syari’ah digunakan untuk menjawab
rumusan masalah pertama, yang berkaitan dengan penerapan hukum waris
adat di suku Melayu dan suku Dayak Kabupaten Sintang. Sedangkan teori

‘urf digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang berkaitan

16 Khalida Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat (Studi Kasus di
Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”, Skripsi, tidak
diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Prodi HKI, 2020.
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dengan pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat suku Melayu

dan suku Dayak Kabupaten Sintang.

1. Magqashid Al-Syari’ah

Islam diturunkan dengan membawa aturan-aturan yang mengatur
kehidupan manusia. Nilai-nilai yang diatur dalam Islam ditujukan untuk
mengarahkan kehidupan manusia agar lebih baik. Maka, aturan yang
telah diatur tersebut merupakan jalan bagi manusia yang ditetapkan oleh
Allah untuk memperoleh kebaikan dalam hidupnya. Di dalam Islam
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah ini disebut sebagai
syari’ah. Setiap syari’ah yang diturunkan mempunyai tujuan. Hal inilah

yang disebut sebagai maqashid al-syari’ah.

Magqashid Al-Syari’ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-
syari’ah. Magashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-
syari’ah yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air
ini dimaknai sebagai jalan menuju pokok kehidupan. Dari pengertian
secara bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syari’ah
dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syari’at
kepada seorang Muslim.'” Magashid al-syari’ah dalam kandungannya
akan sejalan dengan teori kemaslahatan. Karena apa yang diatur oleh

syari’ah baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah,

17 Suyatno, Dasar-Dasar llmu Figih dan Ushul Figih, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2011), him. 154.
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dan horizontal kepada sesama manusia, tidak lain agar tercapainya

kemaslahatan umat.

Pada penelitian ini, teori maqashid al-syari’ah digunakan sebagai
alat analisis mengenai hukum waris adat ditinjau dari tujuan dari hukum
waris adat tersebut apakah sesuai dengan hukum waris menurut ajaran
Islam atau sebaliknya. Sehingga, dapat diketahui penerapannya dalam
masyarakat adat sudah mencapai kemaslahatan umat sebagaimana

magqashid al-syari’ah atau pun tidak.

urf
‘Urfmerupakan salah satu dalil syar’iyyah yang ada di dalam ushul

figih. ‘Urf dapat disamakan dengan adat istiadat yang ada di dalam
masyarakat. Adat istiadat tersebut dapat berupa perkataan atau pun
perbuatan. ‘Urfadalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi
tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya
dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut istilah
para ahli syara’, tidak ada perbedaan ‘urf dan adat kebiasaan.!® ‘Urf
terbentuk secara sepontan di dalam masyarakat sebagaimana
terbentuknya adat istiadat. ‘Urf adalah sesuatu yang telah tetap dalam
jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta

mudah dipahami. Begitu juga dengan adat yaitu sesuatu yang terus

18 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Figih, cet. Ke-2 (Semarang: Dina Utama, 2014),

him. 148.
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menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia

terus mengulangnya.

Jadi, singkatnya ‘urf dapat dikatakan sebagai kebiasaan, yang dapat
berupa perkataan atau pun perbuatan yang dilakukan terus menerus oleh
suatu masyarakat. Suatu kebiasaan dalam masyarakat, yang terus
menerus dilakukan, baik itu perkataan mau pun perbuatan, dapat
dijadikan sebuah hukum di masyarakat tersebut. Sebagaimana kaidah

ushul figih yang menyebutkan :

9582 55!

Yaitu, adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum di dalam

masyarakat.

Pada penelitian ini teori ‘urf digunakan sebagai alat analisis
mengenai adat yang ada pada suku Melayu dan suku Dayak tersebut,
khususnya mengenai hukum waris adat. Sebagai dalil hukum dalam
ushul figih ‘urf dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Apakah hukum
waris adat dari suku Melayu dan suku Dayak tersebut dapat diterima

sebagai ‘urfyang shahih atau tidak.

YDahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Cet. Ke-1 (Malang: UIN Malik Press,
2010), hlm. 203.
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F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab
masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merujuk kepada metode ilmiah
yang bearti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan

ketuntasan.?’ Berikut metode penelitian yang digunakan di penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian
kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang datanya tidak
menggunakan angka-angka atau rumus sistematis dalam penyajiaannya.
Sasaran utama penelitian kualitatif adalah manusia karena manusialah
sumber masalah sekaligus penyelesaiannya. Namun, penelitian
kualitatif tidak hanya membatasi penelitian terhadap manusia saja,
sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, artefak, dan sejenisnya.!

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian
lapangan yaitu informasi dan data diperoleh dari lapangan. Peneliti akan
melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, khususnya tokoh-tokoh

masyarakat adat untuk mendapatkan data yang diinginkan.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekata
normatif pada penelitian ini menggunakan teori dalam ushul figih, yaitu

teori maqashid al-syari’ah dan ‘urf. Pendekatan normatif dengan teori

20 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Cet. Ke-1
(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), hlm. 193.
21 Ibid, him. 194.
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magqashid al-syariah dan ‘urf digunakan untuk menjawab rumusan

masalah terkait bagaimana penerapan hukum waris adat Melayu dan

hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang, serta bagaimana hukum

waris adat suku Melayu dan suku Dayak tersebut dari tinjauan hukum

Islam.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

a.

C.

Wawancara

Tekhnik pengumpulan data yang pertama dilakukan adalah
dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada
tokoh-tokoh adat dari suku Melayu dan suku Dayak, dan pihak-
pihak lain yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data
yang diinginkan dengan menggunakan jenis wawancara semi
stuktur agar wawancara tidak terkesan kaku dan pertanyaan lebih
mudah dimengerti oleh partisipan.
Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-
fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Namun pada penelitian ini
peneliti menggunakan jenis observasi non partisipasi, yaitu peneliti
melakukan observasi namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan subjek penelitian.

Dokumentasi
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Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang
berbentuk dokumen. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, gambar,
manuskrip, kitab hukum adat, atau dokumen-dokumen lainnya yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Tekhnik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi akan dianalisis secara  kualitatif-deskriptif, yaitu
mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Peneliti juga menggunakan
metode induktif dan komparatif. Metode induktif digunakan untuk
mengambil kesimpulan dari hasil wawancara mengenai pertanyaan-
pertanyaan yang akan dianalisis menggunakan landasan teori yang
digunakan. Kemudian hasil data yang telah diperoleh mengenai hasil
wawancara dari kedua tokoh adat Melayu dan Dayak tersebut terkait
pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, akan dibandingkan

menggunkan metode komparatif.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulisan dan agar mudah dipahami, peneliti
membagi pembahasan dalam lima bab. Berikut penjelasan secara singkat

mengenai isi dari setiap bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan. Pada bagian pendahuluan

berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
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penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan bagian awal pembahasan yang membahas tentang
gambaran umum daerah, sejarah, dan tinjauan mengenai teori yang
digunakan sebagai alat analisis pertanyaan-pertanyaan yang ada pada

rumusan masalah.

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan selanjutnya. Pada bab ini
berisikan pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pembagian harta
warisan menurut hukum Islam, hukum adat Melayu, dan hukum adat Dayak

Kabupaten Sintang.

Bab keempat, adalah pembahasan utama. Pada bab ini berisikan analisis
dari hasil data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan bagaimana
penerapan hukum waris adat dari suku Melayu dan suku Dayak tersebut,
serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat dari

suku Melayu dan suku Dayak tersebut.

Bab kelima, adalah penutup. Isi dari bab ini berupa kesimpulan dan
saran. Kesimpulan berisi hal-hal yang menjadi inti dari penelitian ini dan
juga jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisikan usulan

untuk tindak lanjut mengenai penelitian yang sudah dilakukan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

I.

Praktik hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak di
Kabupaten Sintang dalam penerapannya

Hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak di Kabupaten
Sintang dalam praktiknya menjunjung tingggi asas kekeluargaan,
musyawarah, dan keadilan. Hal ini terlihat dari keberhasilan dua hukum
adat ini dalam menciptakan keharmonisan di antara para ahli waris dari
masing-masing suku tersebut. Keharmonisan yang terjadi di antara para
ahli waris ini sesuai dengan maqgashid al-syari’ah atau tujuan syariat
hukum kewarisan Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dalam mengelola
kepemilikan harta. Dalam menjaga kemaslahatan mengelola
kepemilikan harta, hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak
masuk ke dalam tingkat hajiyyat dan juga tingkat tahsiniyyat pada
kategori kemaslahatan menjaga harta (hifdz mall). Sebab, hukum
kewarisan adat ini bersifat memudahkan masyarakat adat untuk
mencapai kemaslahatan dalam mengelola kepemilikan harta, serta
mengedepankan adab untuk memperoleh hak kepemilikan harta, yaitu
menghindari percekcokkan di antara para ahli waris.
Pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat Melayu dan hukum

waris adat Dayak di Kabupaten Sintang
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Sedangkan jika ditinjau menggunakan dalil penetapan hukum Islam
yang ada di dalam ushul fiqih yaitu dalil ‘urf, hukum adat Melayu dan
Dayak Kabupaten Sintang termasuk dalam ‘urf amali, karena
merupakan bentuk dari perbuatan masyarakat. Sedangkan jika dilihat
dari segi cakupannya, hukum waris adat Melayu dan Dayak Kabupaten
Sintang termasuk dalam ‘urf khas, karena ‘urf ini hanya mencakup
wilayah Kabupaten Sintang saja. Kemudian, apabila dilihat dari segi
keabsahannya, hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang termasuk
dalam ‘urf shahih, karena apa yang diterapkan tidak bertentangan
dengan dalil Al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan hukum waris adat Dayak
Kabupaten Sintang masuk dalam kategori ‘urf fasid apabila antara ahli
waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Sebab, menurut
hukum Islam penghalang untuk saling waris mewarisi di antara pewaris
dan ahli waris salah satunya adalah berbeda agama. Jika antara ahli
waris dan pewaris memiliki agama yang sama maka hukum waris adat

Dayak Kabupaten Sintang dapat digolongkan sebagai ‘urf shahih.

Persamaan hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak
Kabupaten Sintang

Terdapat persamaan antara hukum waris adat Melayu dan hukum
waris adat Dayak Kabupaten Sintang. Pertama, terletak pada praktik
penerapannya yang sama-sama menjunjung tingggi asas kekeluargaan,
musyawarah, dan keadilan. Hal ini terlihat dari keberhasilan kedua

hukum waris adat ini menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat
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adat dari masing-masing kedua suku tersebut. Kedua, hukum waris adat
Melayu dan hukum waris adat Dayak Kabupaten Sintang juga sama-
sama meletakkan anak kandung sebagai ahli waris utama. Ketiga, dalam
hal pembagian harta warisan, apabila tidak terdapat anak kandung maka
harta warisan diberikan kepada saudara yang telah berjasa mengurus
pewaris semasa hidupnya. Menentukan saudara mana yang berhak
menerima harta warisan dari si pewaris dilakukan dengan musyawarah
bersama pengurus adat. Keempat, apabila pewaris tidak mempunyai
kerabat maka harta warisan diserahkan kepada yayasan-yayasan seperti
panti asuhan, TPQ, pesantren, dan lain sebagainya.
Perbedaan hukum waris adat Melayu dan hukum waris adat Dayak
Kabupaten Sintang

Terdapat perbedaan antara hukum waris adat Melayu dan hukum
waris adat Dayak Kabupaten Sintang. Pertama, terletak pada tata cara
menentukan ahli waris. Penentuan ahli waris menurut hukum waris adat
Melayu Kabupaten Sintang sebenarnya dilakukan sebagaimana yang
ditentukan di dalam hukum kewarisan Islam. Namun, dalam
penerapannya dilakukan dengan cara ditetapkan langsung oleh orang tua
semasa hidupnya. Jika orang tua tiada dan belum menunjuk ahli waris,
maka akan diputus dan dimusyawarahkan di pengadilan adat. Selain itu,
orang tua, istri atau suami tidak termasuk dalam ahli waris yang berhak
menerima warisan. Sedangkan ahli waris menurut hukum waris adat

Dayak Kabupaten Sintang ditetapkan dengan cara orang tua menunjuk
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anak yang akan tinggal bersama dan merawatnya, atau yang dikenal
dengan ngukuh lawang. Anak yang tinggal bersama orang tua dan
merawatnya akan mendapat bagian lebih banyak dari pada saudara-
saudaranya yang lain. Anak tersebut juga yang bertugas menentukan
bagian-bagian untuk saudaranya dengan disaksikan oleh pengurus adat.
Selain anak kandung yang menjadi ahli waris, orang tua dari si mayit
juga termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan.

Kedua, perbedaan terletak pada jumlah harta yang diterima oleh
masing-masing ahli waris yang telah ditentukan. Menurut hukum waris
adat Melayu Kabupaten Sintang, ahli waris yang merupakan anak laki-
laki mendapat bagian yang lebih banyak dari anak perempuan. Namun,
dapat dibagi rata apabila telah disepakati melalui musyawarah yang
dilakukan oleh para ahli waris beserta pengurus adat. Sedangkan
menurut hukum waris adat Dayak, anak yang ngukuh lawang atau yang
tinggal bersama dengan orang tuanya mendapat bagian yang lebih
banyak, baik anak itu laki-laki atau pun perempuan.

Ketiga, perbedaan terletak pada jenis harta warisan yang diterima.
Jenis harta warisan yang diterima menurut hukum waris adat Melayu
Kabupaten Sintang seperti uang, rumah, dan tanah. Sedangkan jenis
harta warisan yang diterima menurut hukum waris adat Dayak
Kabupaten Sintang, selain harta dalam bentuk uang, rumah dan tanah,
ada juga harta pusaka seperti tempayan, Mandau, senapan lantak, dan

lain-lain.
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B. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan pada bagian sebelumnya, maka

ada beberapa saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1.

Untuk penerapan hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang,
hendaknya diterapkan sebagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan.
Sebab, terjadi perbedaan pemahaman dalam menetapkan ahli waris
antara hukum waris adat Melayu Kabupaten Sintang dan hukum
kewarisan [slam.

Untuk masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang yang sudah memeluk
agama Islam agar lebih memperhatikan ketentuan hukum waris di dalam
Islam, khususnya berkaitan dengan halangan untuk menerima atau
memberikan warisan bagi ahli waris atau pewaris yang berlainan agama.
Peneliti berharap akan ada penelitian terkait hukum adat yang ada di
Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang pada masa yang

akan datang.
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